BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 5t& /32 / 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA PENDAMPING
PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka melaksanakan pendampingan
peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada saat pelatihan
dan pascapelatihan, perlu mengangkat Tenaga
Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;

bahwa guna efektivitas kinerja Tenaga Pendamping
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan besaran honorarium Tenaga Pendamping
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2020;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, penetapan besaran honorarium Tenaga
Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kewenangan

Bupati;

bhahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pcﬁlbentukan Dacrah-Daerah  Kabupaten dalam

Linglungan Propinsi Jawa Tengah,



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran N egara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 203);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

Nomor 5);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor
30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus

Tahun 2017 Nomor 19);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Besaran Honorarium Tenaga Pendamping Peningkatan
Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

Besaran Honorarium Tenaga Pendamping sebagaimana

dimaks
jut

ud Diktum KESATU adalah Rp2.500.000,00 (dua
a lima ratus ribu rupiah) per bulan.
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KETIGA : Pemberian Honorarium Tenaga Pendamping
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dengan
mempertimbangkan kinerja sesuai dengan Kontrak

Perjanjian Kerja.

KEEMPAT : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kudus sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran

2020.

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

i Ditetapkan di Kudus
o rs pada tanggal 25 febnrar 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

ARTOPO

Tembusan :
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Gubernur Jawa Tengah;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kudus yang terkait.
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